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MKDKI 



MKDKI 

Definisi :  
 Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang 

 dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran 

 dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. 

                                                                                   UU No. 29/2004 Psl 1 ayat 14 

Fungsi :  
 Menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik 

 kedokteran.  

                                                                                             UU No. 29/2004 Psl  55 ayat 1 

Tugas/Wewenang :  
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran 

disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan  

2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin 

dokter atau dokter gigi.  

                                                                                             UU No. 29/2004 Psl  64 

Tanggung Jawab : kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 

                                                                               UU No. 29/2004 Psl  56 

Otonom 

Putusan: mengikat (Psl 69) 

Independen 



Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 

1. tidak kompeten; 

2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan 

3. perilaku tercela yang merusak martabat dan 

kehormatan profesi  

28 Bentuk  
 Pelanggaran Disiplin   

 

 

 

Sanksi disiplin berupa :  

 

 
1. pemberian peringatan tertulis; 

 

2. rekomendasi pencabutan surat tanda 

registrasi atau surat izin praktik; 

dan/atau  

 

3. kewajiban mengikuti pendidikan atau 

pelatihan di institusi pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi.  

 

 

 

 

 

 

Putusan: mengikat (Psl 69) 
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Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

N  = 187 

Means  = 47 

95% CI = 30 - 63  

Jumlah Pengaduan 2013 - 2016  

15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016) 



UUPK No. 29/2004 Pasal 3: Tujuan 
1. Perlindungan kepada pasien 
2. Mutu pelayanan medis oleh 

dokter 
3. Kepastian hukum 



Strategi MKDKI 2016 – 2021 
SK Menkes RI No. HK 02.02/Menkes/350/2016 

Juli  
‘16 

Juli  
‘21 

Jan  
‘19 

17 
Okt 
‘16 

15 
Sep 
‘16 

Aktivitas 



Performance Competency Errors 

1. Measurement 

2. Assessment 

3. Improvement 

 

1. Latent Error 

2. Active Errors 

3. Near Missed 

 

1. Diagnosis 

2. Pemeriksaan 

Penunjang 

3. Terapi 

4. Prosedur 

Tindakan 

5. Komplikasi 

6. Prognosis 

7. Komunikasi & 

Ijin Tindakan 

 

Likehood  

Probability 

> 50% 

Sentinel ? 

Proses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:  

Kombinasi Anglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based 

Tracer Methodology 





2016 n = 28 

 
2015  

n = 38 
  

 
2013 n = 64 

  

2014 n =28  

UK 

32 hari 

15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016) 

 n = 5  

 n = 7  

 n = 17  



 

 

Peraturan Presiden RI  

No. 12/2013  

Jaminan Kesehatan 

 

Peraturan Menkes RI  

No. 755/2011  

Komite Medik 

Peraturan Menkes RI  

No. 1438/2010  

Standar Pelayanan Kedokteran 

UU RI No. 44/2009 Psl 36 

Perpres  RI No. 77/2015 Psl 17 & 18 

1. SISTEM 







Perpres  RI No. 77/2015 Psl 17 & 18 
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Peraturan Pelaksanaan BPJS Kesehatan 

25-11-2012  

(UU 24/2011 Psl 70a) 

Peraturan Presiden RI  

No. 12/2013 
2. AKTIVITAS 



PATIENT SAFETY =          1 
                         RISIKO X ERRORS        

RISIKO =     B A R R I E R S 
           KOMPETENSI X MOTIVASI  

KINERJA = MOTIVASI X KOMPETENSI  
               BARRIERS 

Knowledge-based 



UU No. 29/2004  
Praktik Kedokteran 

 Psl 44 ayat 3 
Standar Pelayanan 

Kedokteran 

PerMenKes  
No 1438/IX/2010 
Standar Pelayanan 
Kedokteran (SPK) 

Berita Negara 
Tahun 2010 No 464 

24 Sept 2010 

SPK 

PNPK 

SPO 

Dibuat   : Profesi 
Disahkan: Menkes 

Dibuat & ditetapkan:  
Pimpinan RS 

 Panduan Praktik Klinis 

 Clinical Pathways 
 Algoritme 
 Protokol 
 Prosedur 
 Standing Order 

1. Pengertian (Definisi) 
2. Anamnesis 
3. Pemeriksaan Fisik 
4. Kriteria Diagnosis 
5. Diagnosis 
6. Diagnosis Banding  
7. Pemeriksaan Penunjang 
8. Terapi 
9. Edukasi 
10.Prognosis  
11. Kepustakaan 

Dikoordinasikan: Komite Medis 
Disusun: SMF 

RINGKASAN PERATURAN 
MENTERI KESEHATAN 

No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 

DF’2010 



1. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tatalaksana Kasus 

2. Panduan Praktik Klinis (PPK) Prosedur Tindakan 

3. Clinical Pathways 



Performance Measurement 



Performance 

 Measurement 

1. Sign In 

2. Time Out 

3. Sign Out 



Clinical Pathways :  

 Rencana penanganan terpadu profesi yang akan diberikan 

kepada pasien selama dirawat. 

Profesi: 

1. Dokter (DPJP) 

2. Perawat (PPJP) 

3. Apoteker 

4. Gizi 

5. Laboran 

6. Penata 

7. Fisioterapi 

8. dsb 

Standar Prosedur Operasional 

(SPO) setiap profesi: 

1. Panduan Praktik Klinis 

(PPK) Tatalaksana Kasus 

2. Panduan Praktik Klinis 

(PPK) Prosedur Tindakan 

PASIEN (CLINICAL PATHWAYS) 

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS 

RUMAH SAKIT 



Hospital Malnourished 

 KMK 374/2007, KMK 913/201 

1. Hospital Health Promotion 

2. Discharged Planning 

PMK 4/2012 

Near Missed PMK 1691/2011 

St Anestesiologi KMK 779/2008 

PMK 519/2011 

KMK 1027/2004, KMK 1197/2004  

KMK 830/2009, PP 51/2009 

PMK 2406/211, PMK 02.02/2010 

PMK 411/2010 

Kinerja: 

1. Teamwork 

2. Individu 





 5 Nov 2011  
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3 

Perpres  RI No. 77/2015 Psl 17 & 18 



+  =  
DAFTAR 

KEWENANGAN 

KLINIS DOKTER 

+  
360 Degree 
(Mini-PAT) 

KEWENANGAN 
KLINIS 

INDIVIDU 
DOKTER 



PNPK/PPK 

STR/SIP 

•Knowledge 
•Skill 
•Attitude 

PNPK/PPK 

360 Degree 
(Mini-PAT) 



KESIMPULAN 



+  360 Degree 
(Mini-PAT) =  Kewenangan 

Klinis 



Latent 

Errors 

Active 

Errors 

SENTINEL 









TERIMA KASIH 


